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TENTANG 

 
PANDUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 

KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN BANDUNG 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta 
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat 
daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dan 
sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu adanya pedoman 
pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 
Kabupaten Bandung ; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bandung; 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

  2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 
 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah; 

 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 
 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 
2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 
Nomor 29 Seri D); 
 

 
 



3 
 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 2); 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 17); 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 
2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19); 
 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 
 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2012 Nomor 25); 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 
2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 
 

  20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2001 tentang 
Tata Laksana Pelayanan Umum di Kecamatan (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 75 Seri D); 
 

  21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada 
Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2006 Nomor 21 Seri D); 
 

  22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7); 
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  23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang 
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada 
Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 
Nomor 60). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 
KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN BANDUNG 

   
 

Pasal 1 
 

Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bandung merupakan acuan 
bagi Kecamatan dan pihak terkait dalam penyelenggaraan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 
Kabupaten Bandung sehingga mampu mewujudkan maksud 
dan tujuan diselenggarakannya Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan sebagai berikut: 

a. maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan 

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi 

simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di 

kabupaten/kota 

b. tujuan penyelenggaraan PATEN adalah untuk meningkatkan 

kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  

  
 

Pasal 2 

 

Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bandung sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal 3 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati 
ini diatur dalam Standar Pelayanan Operasional Perizinan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Camat. 
 
 

  Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 
  

 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 10 Mei 2013 
  
 BUPATI BANDUNG 
  
 ttd 
  
  
 DADANG M. NASER 
  
Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 10 Mei 2013  
  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

  
ttd  

  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA 
 

 

  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013  NOMOR 20 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


